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KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 

KABUPATEN LAMONGAN 

NOMOR : 000.8.2.4 I C,\ /KPTS/413.122/2025 

TENTANG 

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA ( RENJA ) DINAS KEARSIPAN DAN 

PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2025 

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 

KABUPATEN LAMONGAN 

Menimbang 

Mengingat 

a. Bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Kerja 

(Renja) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Tahun 

2025 perlu membentuk Tim Penyusun Renja dengan 

menetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan 

Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan. 

1 .  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4421); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 244); 



' 

I 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 
i! 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian 

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,  

l  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4817); l 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 
2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor [ 123, 

i  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5165); [ 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

ll tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
; Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); I 
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 

tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

I Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan 
' Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
I Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dann Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1312); Ir 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 
l Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
l 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Serita 
Negara Tahun 2019 Nomor 90) (Serita Negara Republik 

' Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 



9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
I 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun' 2021 
' tentang Hasil Verifikasi, 

Klasifikasi, 
Validasi 

Kodefikasi 
dan 
dan 

Inventarisasi 
Nomenklatur 

I 

Ii 
I 

Tahun 
I 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 02 

Pemutakhiran 

2018 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 nomor 2); 

1 1 .  Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 02 Tahun 
I 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah 
I Kabupaten Lamongan Tahun 2019 nomor 2); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 

,, 

! 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 
I 

2021 Nomor •1 O); j, 
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 1  Tahun 

Il 
2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomer 

f 

5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lamongan Tahun 2021 nomor 11) ;  J, 

14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 87 Tahun 2023 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 80 Tahun 
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan 
Daerah Kabupaten Lamongan. 

Perpustakaan 
h 
11 
1I ,, 

! 

I 

i' 
i 
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Menetapkan 

KESATU 

KEDUA 

KETIGA 

MEMUTUSKAN 

Membentuk Susunan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja 

(Renja) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten 

Lamongan Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan 

sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini; 

Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas 

Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan 

Tahun 2025 dimaksud dalam Oiktum Kesatu dalam Keputusan ini 

melaksanakan tugas secara penuh dalam menyiapkan Dokumen 

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kearsipan dan 

Perpustakaan Daerah Tahun 2025; 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila 

dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan 

ini akan diadakan pembenahan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di : Lamongan 
Pada tanggal_ _April 2025 

KEPALA DINAS 
KEARSIPAN DAN PF PUSTAKAAN DAERAH 

MAuUPr AMONGAN 
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LAMPIRAN 
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN 
PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN 
NOMOR : 0 0 0 . 8 . 2. 4 /  G! /KPTS/413.122/2025 
TENTANG 
TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA ( 
RENJA) DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 
DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2025 

SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) 

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 

KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2025 

NO JABATAN NAMA JABATAN DALAM KEDINASAN DALAMTIM 
1 Penanggung drg. FIDA NURAIDA, M.Kes. Kepala Dinas Kearsipan dan 

Jawab Perpustakaan Daerah 
2 Ketua SATRIYO WIBOWO,ST.M.M. Sekretaris Dinas Kearsipan dan 

Perpustakaan Daerah 
3 Sekretaris QOMARIYATIN, S.P. Kepala Sub Bagian Perencanaan 

dan Evaluasi 
4 Anggota USMAN, S.E., M.M. Kepala Bidang Pengelolaan dan 

Layanan Kearsipan 
SITI ABSAH, S.H., M.M. Kepala Bidang Pembinaan dan 

Pengawasan Kearsipan 
RARA ARI PALUPININGRUM, S.H., Kepala Bidang Layanan dan 
M.M. Pengolahan Bahan Perpustakaan 

NUR FAUZIAH, S.E. Staf Sub Bagian Perencanaan dan 
Evaluasi 

ANANG KURNIAWAN, S.E. Staf Sub Bagian Perencanaan dan 
Evaluasi 

VITA HESTI ANDRIYANTI, S.I.Pust. Staf Sub Bagian Perencanaan dan 
Evaluasi 

Ditetapkan di : Lamongan 
Pada tanggal_ [Rt April 2025 

KEPALA DINAS 
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 

- KABUPATEN LAMONGAN 
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BABI 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perubahan Rencana Kerja (Renja) adalah revisi atau penyesuaian 
terhadap dokumen Rencana Kerja yang telah disusun sebelumnya. P,erubahan 

I 

Renja dibuat untuk menyesuaikan dengan situasi yang berubah atau untuk 
memperbaiki perencanaan yang telah ada. Perubahan ini bisa mencakup 
penyesuaian target, indikator kinerja, alokasi anggaran, atau bahkan perubahan 

I' program dan kegiatan. ll 
Penyusunan Perubahan Renja didasarkan pada perubahan kebijakan, 

i 

hasil evaluasi kinerja, atau perkembangan situasi yang relevan. Tujuan utama 
' perubahan Renja adalah untuk memastikan bahwa rencana kerja tetap relevan 
I dan efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. { 

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja memperhatikan perkembangan 
serta kebutuhan masyarakat di Kabupaten Lamongan, hasil ji evaluasi 
pelaksanaan kegiatan Tahun 2025 sampai pada Triwulan I dan perhitungan 

I waktu pelaksanaan kegiatan sehingga seluruh Program dan Kegiatan dapat 
terlaksana dan dimanfaatkan oleh masyarakat. IJ 

RENJA Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan penjabaran dari 
dokumen RENSTRA Perangkat Daerah dan merupakan uraian lebih lmendetail 
dari rencana strategis yang akan dilaksanakan pada setiap tahunnya dan dalam 
pelaksanaan RENJA dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk 
mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh Perangkat 

' Daerah serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan 
Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (LKjlP). fl 

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai langkah ~wal untuk 
l! 

melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja baik keberhasilani maupun I 
kegagalan, sehingga dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja sesuai 

; dengan tuntutan perubahan dari masyarakat maupun stakeholders dan mampu 
1 

i 

menjawab tuntutan perubahan dan perkembangan lingkungan yang demikian 

cepat. 

l 



1.2. Dasar Hukum Penyusunan 

Sebagai landasan dalam menentukan Perubahan Renja PD adalah sebagai 
berikut: ] 

Ii 1 .  Undang -- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
[! 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
• 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
2. Undang -- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara { Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negar~ Republik 

% 
Indonesia Nomor 4421); !I 

3. Undang -- Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang 
I Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774); 
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang 

I! Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); I: 

:! 5. Undang -- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
11 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Noror 5587); 
I 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang 

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); I 

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

' Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik i Indonesia 
' Tahun 2008 Nomor 21,  Tambahan Lembaran Negara Republik, Indonesia 

Nomor 4817); { 
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Rebuplik)'indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5165); [ 



11 
I, 
I'. 

Ii 

' 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
I! 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang 
I 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

I 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 
i 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 
l! Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

. I Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

I. Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

} 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); , 

1 1 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 
I' tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 

+ ii Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 
90) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5­ 
t. 3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan 
l 

Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; l 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 02 Tahun 2018 tentang 
' Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan 

Tahun 2018 Nomor 2); 
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 02 Tahun 2019 tentang 

' Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan 
Tahun 2019 Nomor 2); [1 

rt 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang 
I 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 
I 

Lamongan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan 
Tahun 2021 Nomor 10); 



 

 

16. Peraturan Bupati  Lamongan Nomor  87  Tahun  2023 Tentang   Perubahan 

Atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, ugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan 

Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan. 

17.  Peraturan  Bupati Lamongan  Nomor 23 Tahun 2025 tentang  Perubahan  atas 

Peraturan  Bupati Nomor 23 Tahun 2024 tentang  Rencana  Kerja Pemerintah 

Daerah Kabupaten  Lamongan  Tahun  2025. 

 

1.3.   Dasar Pertimbangan  Perubahan 
 

Dalam perjalanan pelaksanaan kegiatan, terdapat beberapa dinamika 

yang menuntut penyesuaian kegiatan sehingga harus dilakukan  perubahan. 

Adapun alasan/pertimbangan yang mendasar dilakukan perubahan Rencana 

Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah: 

a) Adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat yang mengharuskan adanya 

perubahan Renja tahun 2025; 

b) Adanya penyesuaian perubahan anggaran tahun 2025 yang harus segera 

ditindaklanjuti; 

c) Adanya pergeseran pagu sub kegiatan pada rincian sub kegiatan untuk 

menyesuaikan kebutuhan organisasi yang harus segera dilaksanakan; 

d) Adanya penyesuaian terhadap Ranwal Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029, sebagai bagian dari 

penyelarasan perencanaan pembangunan daerah, prioritas pembangunan, 

sasaran, program, dan indikator kinerja Perangkat Daerah. 

 

 

1.4.  Sistematika  Penyusunan  Perubahan  Renja 

Guna mempermudah dalam pemahaman Perubahan Rencana Kerja 

(RENJA) PD pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten 

Lamongan, maka berikut sistematika penulisannya:                         I 
I 

 

BAB 1 PENDAHULUAN,   pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran 

umum penyusunan rancangan Renja Perubahan PD agar subtansi pada bab 

berikutnya dapat dipahami dengan baik. Pada bagian ini meliputi: 

 

1.1. Latar  belakang,   mengemukakan  pengertian  ringkas tentang  renja 

Perubahan PD, proses penyusunan renja Perubahan PD, keterkaitan 

antara renja Perubahan PD dengan dokumen RKPD Perubahan, Renja 



l 

l 
/i 
ti Perubahan KIL dan renja Perubahan Provinsi, serta tindaklanjutnya 

' dengan proses penyusunan RAPBD. 
1.2. Dasar Hukum Penyusunan, memuat Memuat penjelasan_ tentang 

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan 
Ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang i: SOTK, 
kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam 
penyusunan perencanaan dan penganggaran PD. I 

1.3. Dasar Pertimbangan Perubahan, memuat penjelasan tentang apa 
yang menjadi dasar dan acuan dari penyusunan Renja Perubahan PD. 

l 

1.4. Sistematika Penyusunan Perubahan Renja, menguraikan pokok 
\ 

bahasan dalam penulisan renja Perubahan PD, serta susunan garis 
' ! 

Ii 
11 

BAB II EVALUASI RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIBULAN Ii TAHUN 
I 
·[ 

2025 
' 

2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD s/d Triwulan I tahun 2025 
I 

dan Capaian Renstra PD menjelaskan hasil evaluasi pel~ksanaan Ii Renja PD tahun lalu (Tahun n-1 atau 2024) dan capaian tahun berjalan 
/! s/d Triwulan I dengan mengacu pada APBD tahun berjalan (2025) yang 

sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapai~n target 
jl 

Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan 
I Renja PD tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan 

Renja PD tahun lalu, dan realisasi Renstra PD mengacu pada hasil 
laporan kinerja tahunan PD dan/atau realisasi APBD untuk PD yang 
bersangkutan. j 

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD, berisi kajan terhadap capaian kinerja 
l pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan 
' 
' dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan 

besar isi dokumen. 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. 
I  
i  

I: 



2.3. 

2.4. 

,-- 

lsu -lsu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD, berisikan 
l uraian mengenai: j 

• 
1 .  Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang 

l 
ti 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam 
l 

' menyelenggarakan tugas dan fungsi PD; I 

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah 
terhadap capaian program nasionall internasional, seperti NSPK, 
SPM, dan SDGs (Sustainable Development Goals); /i 

il 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD; 
L 5. Formulasi isu -- isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang 
! 

' strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan 
kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. Ji 

Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, 

dalam bagian ini menguraikan hasil kajian atas perubahan J:program/ 
kegiatan diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok 

I 

masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi -­ 
I! 

asosiasi, perguruan tinggi maupun dari PD lain, berdasrkan hasil 
pengumpulan informasi PD dari penelitian lapangan dan berdasarkan 

' pengamatan serta pelaksanaan FGD bidang teknis (bila sudah 
t dilakukan). Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini antara lain: 

terkait dengan pelayanan PD; 

1 .  Penjelasan tentang proses bagaimana usulan perubahan program/ 
' kegiatan usulan pemangku kebijakan tersebut diperoleh; 

2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu isu 
' penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD; I 

3. Menyajikan label 2.3. ! 

i 
I 

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

3.1. Telaahan terhadap Perubahan Kebljakan Nasional dan Provinsi 

menjelaskan tentang hasil penelaahan terhadap kebijakan perubahan 
I nasional dan provinsi, khususnya penelaahan yang menyangkut 
I 



perubahan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan 
t 

provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD. JJ 
3.2. Perubahan Tujuan dan Sasaran PD Tahun 2025, perumusan 

' perubahan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu -- isu 
penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan 
sasaran target kinerja Renstra PD. 

3.3. Perubahan Program dan Kegiatan PD tahun 2025, dan bab ini 
berisikan penjelasan narasi mengenai: l; 

f 

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan 
perubahan program dan kegiatan; I 

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program dan 
i 

kegiatan; j 
! 

c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan 
l! 

RKPD Tahun 2025, baik jenis program/kegitaan, pagut indikatif, 
If 
! 

BAB IV PENUTUP, berisikan uraian penutup, berupa: 

baik dalam rangka 
l 

pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak 
I 

11 
'I 
; 

d. Rencana tindak lanjut. 

maupun kombinasi keduanya. 

sesuai dengan kebutuhan. 

c. Kaidah -- kaidah pelaksanaan. 

a. Kesimpulan 
b. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, 
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I 

! 

: 

I 
BAB II II 

,. 
EVALUASI RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIBULAN I TAHUN 2025 

2.1. 

2.2. 

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD s/d Triwulan I Tahun 2025 dan 

Capaian Renstra PD l 

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses 
I 

evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana 
proses perencanaan pembangunan dilaksanakan dan permasalahan -­ 

! 

permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan 
I 

tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk 
f 

menentukan kebijakan -- kebijakan perencanaan pembangunan di tahun -- tahun 
y 

mendatang. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 
I Daerah Kabupaten Lamongan didasarkan pada hasil evaluasi Renja Dinas 
I Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan sampai dengan Triwulan I Tahun 
l 2025. { 

Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian 
I' Renstra PD s/ld Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana tersebut dalam tabel 2.1 .  
I  
I ,! 
1: 

Analisis Kinerja Pelayanan PD [i 
Analisis kinerja pelayanan merupakan bentuk analisa pencapaian kinerja 

yang dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten 
Lamongan. Hal ini dilakukan dengan menentukan indikator kinerja utama 
sebagai ukuran pencapaian kinerja yang telah di tuangkan dalam rencana 

I 

' Hasil pencapaian target kinerja dari indikator kinerja yang telah ditetapkan 
adalah pencapaian kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah 
Kabupaten Lamongan. Pencapaian ini menjadi tolak ukur kemajuan yang telah 
dicapai. Dari capaian ini bisa menjadi dasar sebagai pertimbangan dalam 
menentukan target kinerja pada tahun-tahun mendatang. Adapun analisis 
pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah 
Kabupaten Lamongan adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 2.2. 

I 

strategis. 
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2.3. lsu - lsu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi PD 
I 

Ii 
Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan 

' 

dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi 
tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan 
bersifat strategis meningkatkan aksestabilitas prioritas pembangunan, dapat 

I 

dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat 
' 

dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam 
pembangunan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kearsipan 

' dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan adalah kondisi yang menjadi 
perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan 

tl 

bagi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan di masa 
11 

datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang 
I 

apabila lidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau 
sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk 

I 
meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. i' 

l 

Adapun Isu-isu penting dalam perencanaan 
Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan adalah: 
Urusan Kearsipan 

Dinas Kearsipan dan 
' 

1 .  Tingkat kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan masih rendah; 
2. Perlindungan dan penyelamatan arsip belum banyak dilakukan; I 
3. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana kearsipan; 
4. Pelayanan kearsipan kepada publik masih kurang; /. 
5. Peran arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa belum optimal; 
6. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kearsipan masih rendah; 

I 7. Belum oplimalnya implementasi penyusunan perencanaan pemeliharaan, 
pelestarian dan pengamanan arsip bernilai guna tinggi; 

8. lmplementasi SPBE bidang kearsipan belum optimal; 
9. Sumber daya penyelenggaraan kearsipan belum memadai. 

Urusan Perpustakaan 

1 .  Rendahnya budaya literasi masyarakat; 
2. Belum optimalnya pelestarian bahan pustaka dan naskah kuno; 



3. Belum meratanya penyelenggaraan perpustakaan; 

4. Masih rendahnya tingkat kepatuhan penerbit dan produsen rekaman terhadap 
I 

pelaksanaan UU No. 4/1999 No. 13/2018 tentang serah simpan karya cetak 

dan karya rekam; 

5. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kepemilikan dan 

keberadaan naskah kuno; 
I 

6. Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait aplikasi layanan digital 

perpustakaan daerah. 

2.4. Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 
: 

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah sebagai lembaga yang 
I'. 

bertugas mencerdaskan kehidupan bangsa dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Daerah memiliki Program dan usulan tahun 2025 yang merupakan suatu 
I 

hasil kajian terhadap program dan kegiatan dari tingkat provinsi. Disamping itu 
I! 

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan juga 
I: 

merangkum referensi kebutuhan informasi dari masyarakat, perguruan tinggi 

maupun Perangkat Daerah di Kabupaten Lamongan. 

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah sebagai Perangkat Daerah 
I 

dengan tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan 
l 

pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kearsipan dan dibidang perpustakaan 
dimana peran masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program 
dan kegiatan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu Dinas Kearsipan dan 
Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan dalam hal ini mengkoo_rdinasikan 

program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan yang nantinya 
I ditujukan langsung kepada Perangkat Daerah terkait. Usulan Perubahan 
!, 

Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 
I 

sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.3. 
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ii 
BAB III l 

ii 
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKA T DAERAH 

3.1. Telaahan terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi 

i 

' 
Penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan 

' 

arsip yang nyata, autentik, utuh dan lengkap, serta terpercaya dalam rangka 
!i 

penyelenggaraan pemerintahan, kebangsaan dan kemasyarakatan. Dalam 
II 
1 

rangka mendukung program pemerintahan tersebut Arsip Nasional Republik 

Indonesia (ANRI) memiliki Sasaran srategis sebagai berikut: I, 
t 

1 .  Meningkatnya kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan, yang 

ditandai dengan meningkatnya kepatuhan penyelenggara negara dan 
masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan bidang kearsipan; 

); 
2. Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya 

I 

secara nasional, yang ditandai dengan meningkatnya ketersediaan arsip 
i, 

di unit pengolah, unit kearsipan, dan lembaga kearsipan; ii 
3. Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya 

I 

secara nasional, yang ditandai dengan meningkatnya ketersediaan arsip 
di unit pengolah, unit kearsipan, dan lembaga kearsipan; ii 

II 4. Terwujudnya tata kelola yang baik untuk mendukung pelaksanaan tugas 
I 

teknis di ANRI, yang ditandai dengan mewujudkan tata kelola 
pemerintahan yang hasilnya tergambar dalam perolehan peningkatan 

lndeks Reformasi Birokrasi. 

Perpustakaan adalah institusi yang mengumpulkan pengetahuan tercetak 
I 

dan terekam, mengelolanya dengan cara khusus guna memenuhi kebutuhan 

intelektualitas para penggunanya melalui beragam cara interaksi pengetahuan. 
I 

Perpustakaan Nasional memeliki sasaran Strategis yaitu "Terwujudnya 
Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat ditandai dengan 

i meningkatnya indeks pembangunan literasi dan kegemaran membaca", dengan 
indikator: I 
1 .  Nilai kegemaran membaca; i 

2. lndeks pembangunan literasi masyarakat. 

Kebijakan Nasional 



 

 

 

Program  Perpustakaan   Nasional  Tahun  2025-2029  : 
 

1. Penguatan  budaya  membaca  dan peningkatan kecakapan  literasi; 

2. Pengarus-utamaan   naskah  nusantara;  

3. Standarisasi  dan akreditasi  perpustakaan.  

 

 

Kebijakan   Provinsi 
 

Tujuan   yang    termuat     dalam    RENSTRA Dinas    Perpustakaan dan 

Kearsipan  Provinsi  Jawa Timur adalah: 
 

1.  Peningkatan  kegemaran  membaca  masyarakat 

 

 
Jawa Timur; 

 

2.  Meningkatnya   penyelenggaraan   kearsipan  di Jawa Timur. 
 
 

Dalam   rangka   pencapaian   tujuan   tersebut,   Dinas    Perpustakaan     dan 
 

Kearsipan  Provinsi  Jawa Timur merumuskan  sasaran  strategis  sebagai  berikut: 
 

1.  Meningkatnya   Pembangunan   Uterasi  Masyarakat; 
 

2.  Meningkatnya   Sistem  Tertib Administrasi   Kearsipan  di Lingkungan 
 
 
 

3.2.     Perubahan   Tujuan   dan  Sasaran  PD Tahun  2025 
 

Perumusan  tujuan dan sasaran  didasarkan  atas rumusan  isu -  isu penting 

penyelenggaraan    tugas   dan  fungsi   Perangkat   Daerah   serta   mengacu   pada 

tujuan dan sasaran target kinerja Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan 

Perpustakaan   Daerah  Kabupaten  Lamongan  Tahun  2025 -  2029, yaitu: 

➢ Tujuan 
 

•  Peningkatan  Budaya  Literasi  masyarakat  dengan  indikator  kinerja 
 

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 
 

• Meningkatkan  Mutu  Penyelenggaraan  Kearsipan  dengan  indikator 

kinerja capaian nilai audit kearsipan eksternal Kabupaten Lamongan 

➢ Sasaran 
 

• Meningkatnya literasi dan kegemaran membaca masyarakat, dengan 

indikator sasaran Nilai kegemaran membaca masyarakat 

• Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya 

dengan indikator sasaran persentase ketersediaan arsip yang autenti, 

utuh, dan terpercaya 



II 

j! 
' 

• Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah dengan indikator 
sasaran Nilai SAKIP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah 

Dari uraian diatas dapat disimulkan bahwa tidak ada perubahan tujuan 
dan sasaran PD di tahun 2025. 

3.3. Perubahan Program dan Kegiatan PD Tahun 2025 

Faktor -- faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan 
perubahan program dan kegiatan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 
Daerah adalah pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Dinas Kearsipan dan 
Perpustakaan Daerah sebagai lembaga yang berperan serta dalam 
mensukseskan pendidikan di Kabupaten Lamongan memiliki tugas memberikan 
bimbingan teknis tentang apa itu Perpustakaan dan bagaimana mengelola 
perpustakaan supaya berguna bagi masyarakat, melaksanakan pembinaan 
tentang kearsipan dan audit kearsipan internal bagi seluruh perangkat daerah. 

! Rekapitulasi perubahan program dan kegiatan pada Dinas Kearsipan dan 
Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan adalah tidak ada perubahan 
program dan kegiatan, tetapi berdasarkan perubahan kebijakan dari pusat yakni 
lnstruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi 
Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara dan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 maka setiap 
Pemerintah Daerah harus menyesuaikan dan melaksanakan kebijakan tersebut 
sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia. Dalam menindaklanjuti 

I lstruksi Presiden tersebut, pemerintah kabupaten lamongan telah melakukan 
penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 pada seluruh perangkat 

I 
daerah di Kabupaten Lamongan.. Adapun Perbandingan Program, Kegiatan, 
dan Sub Kegiatan Rencana Kerja PD dan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 

I 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.1. '  

l  
'  
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BAB IV 

PENUTUP 

 
 

4.1    Kesimpulan 
 

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah 

Kabupaten Lamongan tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang 

penting dipedomani  untuk  memberikan  arah  bagi  pelaksanaan  program  dan 

kegiatan pada akhir tahun 2025 di lingkup Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 

Daerah Kabupaten Lamongan, guna mendukung tercapainya target 

pembangunan daerah tahun 2025 yang tercantum dalam Rencana Kerja 

Pembangunan  Daerah Tahun  2025.  Renja  Perubahan  Dinas  Kearsipan dan 

Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2025 mengacu kepada 

Rencana Strategis 2025-2029, yang telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan 

program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi 

oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan dalam 

melaksanakan program dan kegiatan, serta telah mengakomodir usulan program 

dan kegiatan yang berasal dari masyarakat. 

Optimalisasi dalam pelaksanaan lsi Renja Perubahan merupakan hal 

penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran sesuai 

dengan kewenangan urusan bidang kearsipan dan perpustakaan yang diemban 

oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan sebagai 

salah satu organisasi perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten 

Lamongan. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh 

pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Perubahan Dinas Kearsipan dan 

Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan. 

 
 

4.2    Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian 
 

Adanya gerakan tertib arsip yang dicanangkan oleh Arsip Nasional 

Republik Indonesia (ANRI) yang harus menjadi perhatian penting untuk Dinas 

Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan. Untuk mewujudkan 

gerakan tersebut, maka dibutuhkan SDM yang kompeten dalam bidang kearsipan, 

serta sarana dan prasarana kearsipan yang memadai dan mendukung proses 

tersebut.  Sedangkan, di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten 



4.3 

i Lamongan hanya ada beberapa SDM yang Kompeten di bidang kearsipan dan 
sarana prasarana yang kurang memadai untuk mewujudkan gerakan tersebut. 

Untuk urusan perpustakaan yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan 
literasi dan pentingnya budaya gemar membaca serta keberadaan perpustakaan 
umum yang kurang merata sehingga masyarakat yang ada di pedesaan kurang 

I 

bisa untuk mengakses layanan perpustakaan umum meskipun sudah ada 
perpustakaan digital i-Lamongan. Pembinaan perpustakaan yang kurang 
maksimal karena keterbatasan anggaran dan SOM sehingga hal tersebut harus 
menjadi perhatian dari semua pihak terkait. 

i: 
Kaidah-Kaidah Pelaksanaan j 

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 
I' Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang 

sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara 
I perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan 
I Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah 
{ yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah. 
I 

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan 
I 

sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut: 
I 

1 .  Sekretariat, Bidang, Kelompok Jabatan Fungsional dan seluruh staf Dinas 
Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan secara bersama- 
sama mempunyai tanggungjawab untuk: I 

I 

a. Melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya 
sesuai tugas dan kewenangannya; 

b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Ookumen Pelaksanaan 
i 

2. Oalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan 
,, 

I evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 
2025. 

Anggaran. 



4.4 Rencana Tindak Lanjut 

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2025, selanjutnya 

Perubahan Renja Tahun 2025 akan dipergunakan sebagai acuan dalam 

penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA) dengan 

berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas 

Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. 

Lamongan, April 2025 

Kepala Dinas 
Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah 
Kabupaten Lamongan 

e?'­ ✓ 

, J 
' I f  drg. Fida Nuraida, M.Kes. 

Pembina Utama Muda (IV/c) 
NIP. 19660219 199303 2 007 




